
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 33 TAHUN 1997 SERI : D NO : 28

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH 

TINGKAT I JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai 
Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1974.
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Mengingat : L Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Propinsi Jawa 
Tengah (diundangkan pada tanggal 14 
Juli 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
1975 tentang Pengurusan Pertanggung­
jawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe­
laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 
1984 tentang Tata Cara Penyediaan 
Dan Penyaluran Subsidi Gaji Dan 
Pensiun bagi Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh- 
contoh Cara penyusunan Anggaran 
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Pendapatan Dan Belanja Daerah, 
Pelaksanan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 1978 tentang 
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan Materiil Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan 
Materiil Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan 
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi 
dan Bangunan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 
Oktober 1994 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 
1996 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
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1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 
2 April 1980 tentang Manual Admi­
nistrasi Keuangan Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 
1981 tentang Program Pembinaan 
Anggaran Daerah dan Pengendalian 
Kredit Anggaran;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 
28 Desember 1981 tentang Manual 
Administrasi Pendapatan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah 
Pertama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903- 1316 tanggal 18 Septem­
ber 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk 
dan Susunan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 
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Memperhatikan

Desember 1985 tentang Petunjuk 
Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil 
Pajak Bumi dan Bangunan.

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
903-269 tanggal 3 maret 1986 tentang 
penyempurnaan bentuk dan susunan 
Tata Usaha keuangan Daerah serta 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903 - 379 Tanggal 11 April
1987 tentang Penggunaan Sistem Digit 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pen­
dapatan dan Belanja Daerah serta 
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan 
Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 903-057 Tanggal 19 Januari
1988 tentang Penyempurnaan Bentuk 
dan Susunan Pendapatan Daerah;

: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 
1996 Perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 1996/ 1997 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
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Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Tanggal 31 Maret 1997 
Nomor 9 Tahun 1997 tentang Persetujuan 
Rancangan Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang 

1 Penetapan APBD Propinsi Daerah
Tingkat I JawaTengah Tahun Anggaran 
1997 /1998 untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan': Daerah.

, ♦ j t , . ‘ ; 'l

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia 
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah tanggal 18 Maret 1997 yang 
dituangkan dalam Keputusan Nomor 
05/PA/DPRD/96-97;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tahun Sidang 1996/1997 tanggal 31 
Maret 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA 
TENGAH TENTANG PENETAPAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
1997/ 1998 adalah sebesar .................  Rp. 1.609.277.519.000,00
terdiri dari :

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan ............................. Rp. 1.609.277.519.000,00

b. BELANJA :
- Rutin Rp. 1.362.113.531.000,00

- Pembangunan Rp. 247.163.988.000,00
Rp. 1.609.277.519.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai 
berikut : 

a. PENDAPATAN :
Rp. 241.544.701.000,00

b. BELANJA :

- Pendapatan .............................

- Rutin Rp. 241.544.701.000,00

- Pembangunan Rp.
Rp. 241.544.701.000,00
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Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam 
Lampiran A dengan memperhatikan Keputusan DPRD 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 
1997 Nomor 9 Tahun 1997.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 
dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan 
A.II/P.

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal 
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai 
Peraturan Perundang- undangan yang berlaku adalah sebagaimana 
dimuat dalam Lampiran B.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan 
dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 
1 April 1997.

Ditetapkan di Semarang 

Pada Tanggal 29 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

JAWA TENGAH 
KETUA 

ttd 
ttd

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO S 0 E W A RDI
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya 
Nomor 903.33-921 tanggal 12 Agustus 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 33 Tanggal : 28 - 8 - 1997
Seri : D Nomor : 28

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 
Pelaksana Harian

ttd

Drs. H A R T O N O
Wakil Gubernur Bidang I
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LAMPIRAN : A
RINGKASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

TAHUN ANGGARAN 1997/1998

PENDAPATAN

NO. URAIAN JUMLAH NO. URAIAN JUMLAH

1 2 3 1 2 3

1 BAGIAN SISA LEBH PERHITUNGAN 11.599.136.000 k BELANJA RUTIN 1.362.113.531.000

ANGGARAN TAHUN LALU 1.
L

Betanja Pegawai 
Belanja Barang

1.158989.195000
50578.709.000

1 Betanp Pemetaan 11710.471X00
1 BAGIAN PENDAPATAN ASU DAERAH 344J82.707.000 4. Belanja Pegaianan Dinas 5811959X00

5 Belanja (aki - lain 39304.987.000

i Pajak Deecah 285593X00X00
6.
7.

Angusai Pinjaman/hutang 8 luga 
GanjanfatoirVSintagn kepada

1.007.725X00

b. Rebta Daerah 45508520X00 Daerah Bawahan 80.176270X00
c Bagen labe BUMO 4.847.425X00 L Pengeluaran yang tidak tecnaai bagan ta 3.836X96X00

d. Pwwiman Dinas 1J61.976000 8. Pengetam ittak toranjpa 8597.125000

e. Pawknm lan-lan 7.071.686X00 B. BELANJA PEMBANGUNAN 247.163.988000
1. WW MhIb uMM IUUW 1575000X00

BAGIAN BAGI HASL PAJAK/
1 Sektor PKtanant Kehitom 8491.100X00

1 3. Sektor Sraberiepa Air dan Idgai 28663551X00
BUKAN PAJAK 21350X00X00 4. Sektor Tenaga Kaji 8070.000X00

5 Sektor Padagangn, Pengembangan

i Bagi Hasi Pajak 21.000.000.000 5
Usaha Daerah tangen Daerah dn Koperasi 
Sektor Transportasi

21163X00.000
58408312X00

k Bagi Had Stan Pajak 7.350.000X00 7. Sektor Petimbengan dan Energi 1.941.900X00
8. Sektor d» TeHumutai Daerah 3539.845X00

i. BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN 1224.345678000 9.
10.

Sektor Pantangmu Daerah dan Peratam 
Sektor Linangan rtdup dn Tta tang

3557.876.000
5991400X00

a. Sumbangan 1.156.183.769.000 11. Sektor Penddon, Keburkgm NaatonaL
b. Bantai 68.161.007.000 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, 

Pemuda dan Otah Raga 15163564500

5. BAGIAN PENERMAAN PEMBANGUNAN 11
13.

Sektor KapenduMsan dan KetageSejahtaa 
Sektor Kesehatan, Kasejehhoraan SoeiaL

636X00X00

i Pajanan Pemerintah Darah Peram Wanfet nak dan Raung 15378.195500
b. Pinjam irtk BUMD 14. Sektor penaatan dn PmNmi 5499500X00

15. Sektor Agama 5015300X00
16. SeMo Ikn Pengetahuan dn Tetap 1568000500
17. Sektor Hutam 655000X00
18 m*» Apeahr Pematah dn Pnpnsn 48474.786X00
19. Sektor Ftak. p**™]1". Konuta 

dnlMelteM 4545000X00
20. Sektor Keenam dn tata Uan 906X00X00

2P. Stoetf Ptotapm kp*
OA Darah Basahan 13.630259X00

JUMLAH ijoomsiMoo JUMLAH 1508277.511X00
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LAMPIRAN : B

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG 
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN PER­
ATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG 
BERLAKU UNTUK TAHUN 1997/1998

N0.
URUT JENIS BELANJA PASAL-PASAL KETERANGAN

1 Belanja Barang 1011 s/d 1050

2. Belanja Pemeliharaan 1051 s/d 1070

3. Belanja Perjalanan Dinas 1071 s/d 1080

4. Belanja lain - lain 1081 s/d 1100
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